
 

 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI 

 
NOMOR   :  15  TAHUN  2009   

 
 

TENTANG 
 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

KABUPATEN PATI TAHUN ANGGARAN 2008 
 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI    PATI 
 
 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Kepala 
Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (DPRD) berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa 
oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah 
tahun anggaran berakhir  ; 

 
  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a 

perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati 
Tahun Anggaran 2008 ; 

 
 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ; 
 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan 
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 
68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 
tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3569);  



3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3685 )sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 
Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 
1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran 
Negaa Republik Indonesia Nomor 4048);  

 
 
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak 

Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3688); 

 
5. Undang–Undang  Nomor  28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme        
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

 
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara( 

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 ) ; 

 
7.  Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 ) ; 

 
8.  Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4389 ); 

 
9 . Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4400 ) ;   

 
10.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 104,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4421); 

 
11. Undang –Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor  32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

 
 12.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004  Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 



 13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan 
Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090); 

 
14. Perturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138); 

 
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139); 

 
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 

Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 90) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007  tentang Perubahan Ketiga 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4712); 

 
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi 

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4503); 

 
18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman  Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574); 

 
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

 
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun2005 tentang Sistem Informasi 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Infonesia Tahun 2005 
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4576): 

 
21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan 
Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 

 
22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4578); 

 
23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

 



24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

 
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4614); 

 
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007 Tentang 

Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Pati Tahun 2007 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Pati Nomor 21); 

 
27. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2008 tentang 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati 
Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 
Nomor 5);  

 
  

 
Dengan Persetujuan Bersama 

 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI 

dan 
BUPATI PATI 

 
 

MEMUTUSKAN :  
 
 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN 
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN ANGGARAN 2008 

 
 

 Pasal 1 
 

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan 
memuat : 
a. Laporan Realisasi Anggaran ; 
b. Neraca ; 
c. Laporan Arus Kas;  
d. Catatan Atas Laporan Keuangan; 
e. Lampiran Laporan Realisasi APBD dan 
f. Lampiran Laporan Keuangan Perusahaan Daerah. 

 
(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri 

dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha 
milik daerah / perusahaan daerah 

 
 
 
 
 



  Pasal 2 
 

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2008 sebagai berikut : 
a. Pendapatan Rp 886.445.867.243,01  
b. Belanja Rp 900.119.171.674,00 
 Defisit Pendapatan    Rp    (13.673.304.430,99) 
c. Pembiayaan 
 - Penerimaan Rp  185.711.269.866,99 
 - Pengeluaran Rp    13.255.500.450,00 
 Pembiayaan Netto   Rp. 172.455.769.416,00 
 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Rp 158.782.464.986,00 

 
 

  Pasal 3 
Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 
sebagai berikut : 

 
(1) Selisih    anggaran     dengan    realisasi    pendapatan     sejumlah   

Rp 26.775.818.548,01 dengan rincian sebagai berikut : 
a. Anggaran Pendapatan setelah 
 perubahan : Rp 859.670.048.695,00 
b. Realisasi  : Rp 886.445.867.243,01 
 Selisih Lebih  : Rp 26.775.818.548,01 

 
(2) Selisih      anggaran    dengan      realisasi       belanja     sejumlah    

Rp 127.713.867.411,00  dengan rincian sebagai berikut : 
a. Anggaran Belanja  
 setelah Perubahan : Rp1.027.833.039.085,00 
b. Realisasi Belanja : Rp   900.119.171.674,00 

Selisih Kurang : Rp  127.713.867.411,00 
 

(3) Jumlah     Anggaran    dengan  realisasi  surplus / defisit  sejumlah 
Rp (154.489.685.959,01) dengan rincian sebagai berikut : 
a. Surplus/defisit setelah perubahan : Rp(168.162.990.390,00) 
b. Realisasi  : Rp (13.673.304.430,99)  
 Selisih Kurang : Rp(154.489.685.959,01) 

 
(4) Selisih    anggaran    dengan    realisasi    pembiayaan    sejumlah   

Rp 4.292.779.026,99 dengan rincian sebagai berikut : 
a. Penerimaan 

1) Setelah Perubahan : Rp181.939.490.840,00 
2) Realisasi : Rp185.711.269.866,99 
 Selisih Lebih : Rp 3.771.779.026,99 

b. Pengeluaran 
1) Setelah Perubahan : Rp 13.776.500.450,00 
2) Realisasi : Rp 13.255.500.450,00 
 Selisih Kurang : Rp (521.000.000),00 
 Selisih Lebih : Rp 4.292.779.026,99 

 
 
 
 
 
 
 


